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ABSTRACT 

Electronic medical records are needed inhealth care facilities for the 
hospital requires that the data is complete, accurate and real time, in 
order to improve the quality of health care that is optimal, efficient 
and integrated. Electronic documents can be used as legal evidence by 
Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transtactions Article 5 
(1) and (2) provides electronic document constitute legal evidence that 
is lawful and electronic documents is an expansion of legal evidence. 
Electronic documents are considered valid, when using the electronic 
system according to the provisions of Law No. 11 of 2008 on Information 
and Electronic Transactions Article 5 (3). 
   
Keywords: evidence, electronic and medical record  

 

ABSTRAK 

Rekam medis elektronik diperlukan dalam fasilitas pelayanan kesehatan 
karena rumah sakit memerlukan data yang lengkap, akurat dan realtime, 
guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, efisien 
dan terpadu. Dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti 
hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyatakan 
dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan dokumen 
elektronik merupakan perluasan alat bukti yang sah. Dokumen elektronik 
dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai 
ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (3). 

 
Kata Kunci: alat bukti, elektronik dan rekam medis 

 

 

PENDAHULUAN 

Globalisasi mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan 

informasi di semua sektor kehidupan termasuk di sektor pelayanan 
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kesehatan. Fenomena tersebut memaksa sarana pelayanan kesehatan 

harus meningkatkan mutu informasi melalui peningkatan mutu rekam 

medis. Meningkatkan mutu rekam medis dalam kelengkapan, kecepatan 

dan ketepatan memberikan informasi pelayanan kesehatan.1 

Rekam medis mempunyai pengertian yang sangat luas, tidak hanya 

sekedar kegiatan pencatatan. Rekam medis mempunyai pengertian 

sebagai suatu sistem penyelenggaraan mulai dari pencatatan, 

penyimpanan serta pengeluaran berkas rekam medis. Melihat kerumitan 

dan kompleksitas pengelolaan rekam medis, maka sudah saatnya apabila 

pengelolaan rekam medis tradisional (tertulis) diubah menjadi 

elektronik.2 

Rekam medis elektronik merupakan adopsi dari perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan. Pada 

prinsipnya rekam medis elektronik tidak berbeda dengan rekam medis 

tertulis. Letak perbedaannya terdapat pada penuangan isi rekam medis, 

jika rekam medis tertulis dalam bentuk dokumen kertas, sedangkan 

rekam medis elektronik berbentuk dokumen elektronik. 

Permasalahan hukum rekam medis elektronik yang dihadapi 

adalah saat pembuktian. Informasi elektronik belum terakomodasi dalam 

sistem hukum acara Indonesia. Secara yuridis kegiatan melalui sistem 

elektronik tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum 

konvensional. Rekam medis elektronik berbentuk dokumen elektronik, 

                                                           
1 Dian Mawarni dan Ratna Dwi Wulandari, “Identification of The Fulfilment of Medical 

Record Incompleteness in The Inpatient of Muhammadiyah Hospital Lamongan”, Jurnal 

Administrasi Kesehatan Indonesia, Vol. 1 No. 2 Edisi April-Juni 2013, Surabaya: 
Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, 
Universitas Airlangga, hlm. 192 
2 Wimmie Handiwidjojo, “Rekam Medis Elektronik”, Jurnal Eksplorasi Karya Sistem 

Informasi dan Sains, Vol. 2 No. 1 Edisi 2009, Jogjakarta: Fakultas Teknologi Informasi 
Universitas Kristen Duta Wacana, hlm. 35 
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pembuktian tulisan, hanya dalam bentuk tulisan, berupa surat asli 

dan/atau akta otentik.3 

Pentingnya tulisan ini adalah mengkaji apakah informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat 

bukti hukum? 

 

PEMBAHASAN 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan 

rekam medis yang pada awalnya merupakan dokumen tertulis, saat ini 

beberapa rumah sakit telah menerapkan dokumen elektronik. Rekam 

medis elektronik merupakan perubahan bentuk dari dokumen kertas 

menjadi dokumen elektronik. Apakah rekam medis elektronik diperlukan 

oleh fasilitas pelayanan kesehatan? Apakah informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum?  

  

a. Rekam Medis Elektronik Diperlukan oleh Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan  

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan 

kesadaran, kenyamanan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah 

satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan di dalam 

pembukaan UUD 1945. Salah satu upaya perwujudan derajat kesehatan 

melalui pelaksanaan rekam medis guna peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan yang optimal, efektif dan efisien. Rekam medis merupakan hal 

yang sangat penting karena berpengaruh terhadap proses pelayanan yang 

                                                           
3 Nabil Atta Samandari, dkk, “Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional dan 

Elektronik”, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 No. 2 Edisi 2016, Semarang: 
Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegiyopranoto, hlm. 154 
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dilakukan oleh petugas medis dan mempengaruhi kualitas dari pelayanan 

suatu rumah sakit.4 

Permenkes tentang Rekam Medis Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan 

rekam medis sebagai berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang 

identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain 

yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis merupakan rangkuman 

informasi lengkap perihal proses pelayanan medis masa lalu, masa kini 

dan perkiraan yang akan terjadi masa datang.5  

Rekam medis merupakan salah satu bukti tertulis tentang proses 

pelayanan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi. Dalam rekam 

medis berisi data klinis pasien selama proses diagnosis dan pengobatan 

(treatment). Setiap kegiatan pelayanan medis harus mempunyai rekam 

medis yang lengkap dan akurat untuk setiap pasien dan setiap dokter dan 

dokter gigi wajib mengisi rekam medis dengan benar, lengkap dan tepat 

waktu.6 

Sistem pencatatan rekam medis yang dipakai selama ini (tertulis) 

memiliki kelemahan. Data rekam medis pasien hanya tersimpan secara 

lokal di tempat di mana pasien tersebut menjalani pemeriksaan dan 

perawatan medis. Antar tempat tidak memungkinkan pertukaran data 

secara langsung.7 Karena adanya kelemahan maka diperlukan 

pengembangan rekam medis yang mampu memberikan data secara 

cepat, tepat dan terintegrasi.  

                                                           
4 Izha Sukma Rahmadhani, “Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Dokumen Rekam Medis 
Pasien Rawat Inap Dalam Batas Waktu Pelengkapan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 
Moewardi Surakarta”, Jurnal Kesehatan, Vol. II No. 2 Edisi Oktober 2008, hlm. 82  
5 Suzeth Agustien Simbolon, “Kajian Yuridis terhadap Kedudukan Rekam Medis 
Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana Malpraktek oleh Dokter”, Jurnal Lex 
Crimen, Vol. IV No. 6 Edisi Agustus 2015, Manado: Bagian Hukum Pidana Universitas 
Sam Ratulangi, hlm. 152 
6 Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang 
Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Bandung: Karya Putra Darmawati, hlm. 220 
7 Joko Lianto Buliali, dkk, “Sistem Pencatatan Informasi Medis Berbasis Teknologi 

Microsoft.Net”, Jurnal Informatika, Vol. 3 No.1 Edisi Juni 2007, Surabaya: Jurusan 

Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 
hlm. 98  
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Rumah sakit merupakan lembaga kesehatan yang kompleks yang 

memerlukan suatu sistem informasi yang baik dalam menjalankan 

aktivitasnya. Rekam medis merupakan keharusan yang penting bagi data 

pasien untuk diagnosis dan terapi, namun dalam pelaksanaannya rekam 

medis sering tidak terisi secara lengkap dan tepat waktu.8 

Rekam medis elektronik merupakan salah satu bentuk dari Sistem 

Informasi Manajemen (SIM). SIM merupakan sebuah sistem manusia atau 

mesin yang terpadu (terintegrasi) untuk menyajikan informasi guna 

mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam 

sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan 

keputusan serta sebuah database. Rekam medis elektronik secara umum 

dapat memberikan informasi yang akurat, tepat waktu pengambilan 

keputusan di seluruh tingkat administrasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian (evaluasi) di 

rumah sakit.9 

Penggunaan rekam medis elektronik memiliki potensi manfaat 

bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu manfaat yang dirasakan 

setelah penggunaan rekam medis elektronik adalah meningkatkan 

kelengkapan catatan medis di rumah sakit. Hal ini juga bermanfaat bagi 

pasien maupun petugas kesehatan karena meningkatkan efisiensi dalam 

proses pelayanan kesehatan. Selain itu bagi tenaga administratif, 

penggunaan rekam medis elektronik dapat mempermudah retrieval 

informasi pasien. Sehingga petugas kesehatan mudah dalam mengakses 

informasi pasien. Dokter dan petugas kesehatan juga diuntungkan dalam 

melakukan pelayanan kesehatan atas kemudahannya dalam mengakses 

                                                           
8 Khasib Mabrur Ridho, dkk, “Analysis of Factors Affecting Compliance With Medical 
Record Completion In Hospital Dental and Oral Health Education UMY”. Jurnal 
Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit (JMMR), Vol. 2 No. 2 Edisi 2013, 
Jogjakarta: Program Studi Manajemen Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah, hlm. 2 
9 Feby Erawantini, dkk, “Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) Kencong 
Kabupaten Jember Dengan Metode End User Computing (Euc) Satisfaction”, Jurnal 
Kesehatan, Vol. 4. No. 2 Edisi Mei-Agustus 2016, Jember: Politeknik Negeri Jember, 
hlm. 2 
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informasi pasien yang pada akhirnya membantu dalam pengambilan 

keputusan klinis seperti penegakan diagnosa, pemberian terapi, 

menghindari terjadinya reaksi alergi dan duplikasi obat. Dari aspek 

efisiensi, penggunaan rekam medis elektronik memberikan dampak 

penurunan biaya operasional dan peningkatan pendapatan di fasilitas 

pelayanan kesehatan.10 

Sistem informasi rekam medis dapat digunakan sebagai sarana 

penyedia layanan dan informasi bagi penggunanya baik untuk dokter, 

paramedis, karyawan dan pasien rumah sakit dimanapun dan kapanpun 

mereka berada, sehingga bisa mendapatkan informasi akurat karena 

informasi yang tersedia senantiasa terbaharui.11 

Rekam medis elektronik memungkinkan terselenggaranya 

komunikasi silang yang semakin kompleks antara sesama tenaga 

kesehatan dengan berbagai pihak yang sama-sama memberikan 

pelayanan kepada pasien di sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis 

elektronik juga dapat digunakan sebagai salah satu masukan penting 

dalam mengukur keberhasilan program kesehatan di instansi pelayanan 

yang ada. 

Data rekam medis elektronik jelas terbaca karena tidak ditulis 

dengan tangan, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam 

membaca intruksi dokter atau rencana tindakan dokter yang akan 

dilakukan. Kerahasiaan data rekam medis elektronik pasien terjamin 

karena hanya dapat diakses oleh dokter dan petugas rekam medis yang 

ditunjuk. Sistem integrasi elektronik membuat pasien tidak perlu 

direpotkan dengan membawa formulir-formulir pemeriksaan 

laboratorium, radiologi ataupun resep. Hal ini memberikan kenyamanan 

                                                           
10 Feby Erawantini, Rekam Medis Elektronik: “Telaah Manfaat dalam Konteks Pelayanan 
Kesehatan Dasar”, Jurnal FIKI, Vol. 1 No. 1 Edisi 2013, Jogjakarta: IKM Fakultas 
Kedokteran Universitas Gadjah Mada, hlm. 1 
11 Gunawan Susanto, dkk, “Sistem Informasi Rekam Medis pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Pacitan berbasis Web Base”, Jurnal SPEED Sentra Penelitian Engineering dan 
Edukasi,Vol. 3 No.4 Edisi 2011, Solo: Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia, hlm. 18 
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bagi pasien tanpa harus antri untuk setiap kali akan melakukan tindakan 

medis atau mengambil obatnya. 

Data rekam medis elektronik tersimpan rapi dan aman, tidak ada 

masa kadaluarsa serta memiliki sistem back up data tanpa batas waktu. 

kapanpun dapat digunakan untuk kepentingan pasien dan rumah sakit. 

Alur komunikasi antara rumah sakit dan pasien akan lebih cepat, karena 

adanya sistem internet yang dapat memberikan keterbukaan informasi 

pelayanan publik. 

Rekam medis memiliki pengertian yang luas, bukan hanya 

kegiatan pencatatan, akan tetapi juga meliputi penyimpanan, 

pengeluaran berkas dan pelaporan. Melihat kompleksitas pengelolaan 

rekam medis serta manfaat rekam medis elektronik maka sudah saatnya 

apabila rumah sakit mengubah rekam medis tertulis menjadi rekam 

medis elektronik.12 Melalui rekam medis elektronik rumah sakit akan 

mendapatkan data yang lengkap, akurat dan realtime guna 

meningkatkan kualitas pelayanan pasien menjadi optimal, efisien dan 

terpadu. 

 

b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat 

Bukti Hukum   

Rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses 

penegakan hukum, etika kedokteran dan disiplin kedokteran. Peran 

rekam medis dalam pelayanan kesehatan di atas serta peranan dokter 

dalam melakukan pencatatan membuat dua hal ini tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain, artinya bahwa dokter atau dokter gigi yang 

melakukan pencatatanlah yang harus bertanggung jawab dengan keadaan 

pasien yang sedang ditangani dengan melihat pencatatan yang tertulis 

maupun dibuat secara elektronik. Apabila terjadi kegiatan malpraktek 

                                                           
12 Gunawan Susanto, dkk, “Sistem Informasi Rekam Medis pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Pacitan berbasis Web Base”, Jurnal SPEED Sentra Penelitian Engineering dan 
Edukasi,Vol. 3 No.4 Edisi 2011, Solo: Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia, hlm. 36 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


8 
 

maka dokter yang menangani pasien tersebut haruslah bertanggung 

jawab akan perbuatan tesebut.13 

Permenkes tentang Rekam Medis Pasal 2 ayat (1), telah 

menyebutkan mengenai terdapatnya dua jenis rekam medis yaitu rekam 

medis tertulis dan rekam medis elektronik. Menurut Nabil Atta 

Samandari, dkk, perbedaan kekuatan pembuktian terletak pada tidak 

dipenuhinya syarat rekam medis elektronik sebagai alat bukti 

tertulis/surat, sesuai dengan KUHPer Buku 4, tentang Pembuktian  Dan 

Daluarsa, Bab Kedua tentang Pembuktian Dengan Tulisan dan KUHAP 

Pasal 184 ayat (1) huruf c dan d, serta Pasal-Pasal 187 dan 188 ayat (2) 

huruf b. Artinya rekam medis konvensional dapat digunakan sebagai alat 

bukti asli tertulis, sedangkan rekam medis elektronik tidak. Penyebab 

dari perbedaan itu karena baik KUHPer maupun KUHAP, kekuatan 

pembuktian tulisan, hanya dalam bentuk tulisan, berupa surat asli 

dan/atau akta otentik.14 

Rekam medis mengacu pada UU tentang Praktik Kedokteran dan 

Permenkes tentang Rekam Medis. Terbitnya UU tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik penggunaan dokumen elektronik telah memiliki 

dasar hukum. 

UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (4) 

menyebutkan bahwa dokumen elektronik adalah informasi elektronik 

yang dibuat dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau 

sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui 

sistem elektronik. Dokumen elektronik bukan dokumen tertulis, namun 

berdasarkan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat 

(1) dinyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) informasi 

                                                           
13 CecepTriwibowo, 2014, Etika & Hukum Kesehatan, Jogjakarta: Nuha Medika, hlm. 35 
14 Nabil Atta Samandari, dkk, “Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional dan 

Elektronik”, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 No. 2 Edisi 2016, Semarang: 
Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegiyopranoto, hlm. 154 
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elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat 

bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. 

Dalam penjelasan umum dikenal adanya dokumen elektronik yang 

disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Tentu saja ada 

persyaratan dokumen elektronik dinyatakan sah, yaitu apabila 

menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (3). 

UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16 ayat (1) 

menyatakan penyelenggaraan sistem elektronik wajib mengoperasikan 

sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yang diminta, 

sebagai berikut: 

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik secara utuh; 

2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan 

dan keteraksesan sistem elektronik; 

3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur penyelenggaraan sistem 

elektronik; 

4. Dilengkapi dengan prosedur yang diumumkan dalam bahasa, informasi 

atau simbol yang dapat dipahami; dan 

5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, 

kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur. 

Dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, rekam 

medis elektronik belum diatur secara lengkap dan terperinci. Permenkes 

tentang Rekam Medis Pasal 2 ayat (2) menyebutkan penyelenggaraan 

rekam medis elektronik akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan 

tersendiri.  

Rekam medis yang diselenggarakan secara bertanggung jawab, 

merupakan alat bukti yang sah dan mejadi alat pembelaan hukum dan 

pembenaran (justification) bagi profesi medis, dalam proses pembuktian 
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di pengadilan atas kasus tuntutan hukum perdata maupun pidana.15 Guna 

menjamin pelaksanaan rekam medis elektronik yang bertanggung jawab, 

UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 10 ayat (1) 

menyebutkan setiap penyelenggara transaksi elektronik dapat 

disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.  

Peleksanaan rekam medis elektronik tidak berbeda dengan rekam 

medis tertulis. Permenkes tentang Rekam Medis Pasal 5 ayat (1) dan (2) 

menyebutkan bahwa rekam medis tertulis atau elektronik wajib dibuat 

segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan oleh setiap 

dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran. Pasal 5 

ayat (4) pencatatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda 

tangan setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan 

secara langsung. Apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan 

teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan 

dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi/personal 

identification number (PIN).16  

Kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis dapat 

dilakukan pembetulan. Permenkes tentang Rekam Medis Pasal 5 ayat (5) 

dan (6) mengatur pembetulan dapat dilakukan dengan cara pencoretan 

tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf tenaga 

kesehatan. Perubahan catatan rekam medis elektronik tidak boleh 

menghilangkan atau menghapus data yang sudah ada. Harus ada sistem 

yang menjamin perekaman perubahan data dilakukan oleh siapa dan 

kapan. Sistem juga harus menjamin bahwa perubahan data tidak 

menghapus data lama.  

Permenkes tentang Rekam Medis Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3), 

menyatakan penyimpanan dan pemusnahan rekam medis sekurang-

kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kecuali untuk ringkasan 

                                                           
15 Tjen DW, “Rekam Medis Alat Bukti Hukum”, Jurnal Ilmiah Kesehatan, Vol. 5 No. 3 
Edisi September 2013, hlm. 1 
16 Asril Rusli, dkk, 2006, Manual Rekam Medis, Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 
hlm. 7 
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pulang dan persetujuan tindakan medis disimpan untuk jangka waktu 

minimal 10 (sepuluh) tahun. Keuntungan rekam medis elektronik, data 

elektronik tersimpan rapi dan aman, tidak ada masa kadaluarsa serta 

memiliki sistem back up data tanpa batas waktu. Kapanpun dapat 

digunakan untuk kepentingan pasien dan rumah sakit.  

Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik 

kedokteran wajib menyimpan kerahasiaan yang menyangkut riwayat 

penyakit pasien yang tertuang dalam rekam medis. Rahasia kedokteran 

tersebut dapat dibuka hanya untuk kepentingan pasien, memenuhi 

permintaan aparat penegak hukum (hakim majelis), permintaan pasien 

sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.17 

Permenkes tentang Rekam Medis Pasal 10 ayat (2) menyatakan 

rekam medis dapat dibuka dalam hal: 

1. Kepentingan kesehatan pasien; 

2. Permintaan penegak hukum; 

3. Permintaan pasien; 

4. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-

undangan; dan 

5. Kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis asalkan identitas 

pasien tidak disebutkan. 

UU tentang Praktik Kedokteran Pasal 79 secara tegas mengatur 

bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak 

membuat rekam medis dapat dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah). Selain tanggung jawab pidana, dokter dan dokter gigi 

yang tidak membuat rekam medis juga dapat dikenakan sanksi secara 

perdata, karena dokter dan dokter gigi tidak melakukan yang seharusnya 

dilakukan (ingkar janji/wanprestasi) dalam hubungan dokter dengan 

pasien. Dokter dan dokter gigi yang tidak membuat rekam medis selain 

                                                           
17 Asril Rusli, dkk, 2006, Manual Rekam Medis, Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 
hlm. 8 
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mendapat sanksi hukum juga dapat dikenakan sanksi disiplin dan etik 

sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran, Peraturan KKI, Kode 

Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Kode Etik Kedokteran Gigi 

Indonesia (KODEKGI).18 

Dasar tuntutan yang diajukan pasien kepada dokter menurut 

perkara perdata sebagai berikut: 

1. Dokter melakukan wanprestasi (Pasal 1239 KUHPerdata); 

2. Dokter melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 

KUHPerdata);  

3. Dokter melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (Pasal 

1366 KUHPerdata); dan 

4. Dokter melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab (Pasal 1367 

ayat (3) KUHPerdata).  

 

PENUTUP 

a. Kesimpulan 

1. Rekam medis elektronik diperlukan dalam fasilitas pelayanan 

kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal, 

efisien dan terpadu. Kompleksitas pengelolaan data rumah sakit, saat 

ini tidak memungkinkan lagi dilaksanakan melalui rekam medis 

tertulis. Melihat manfaat rekam medis elektronik maka sudah saatnya 

apabila rumah sakit menggunakan rekam medis elektronik. Melalui 

rekam medis elektronik rumah sakit akan mendapatkan data yang 

lengkap, akurat, terintegrasi dan realtime.  

2. Dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dan (2) 

bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan 

dokumen elektronik merupakan perluasan alat bukti yang sah. 

                                                           
18 Asril Rusli, dkk, 2006, Manual Rekam Medis, Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 
hlm. 9 
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Dokumen elektronik dinyatakan sah, apabila menggunakan sistem 

elektronik yang sesuai ketentuan UU tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik Pasal 5 ayat (3). 

 

b. Saran  

1. Dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, rekam medis 

elektronik belum diatur secara lengkap dan terperinci. Permenkes 

tentang Rekam Medis Pasal 2 ayat (2) menyebutkan penyelenggaraan 

rekam medis elektronik akan diatur lebih lanjut dalam suatu 

peraturan tersendiri. Sampai saat ini belum ada peraturan tersendiri 

tentang penyelenggaraan rekam medis elektronik. Hendaknya 

pemerintah dan pihak yang terkait segera menyusun peraturan 

tersebut.  

2. UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 10 ayat (2) 

menyebutkan pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan Rekam 

Medis Elektronik. Sampai saat ini belum ada Lembaga Sertifikasi 

Keandalan Rekam Medis Elektronik, pemerintah perlu segera 

membentuk dengan Peraturan Pemerintah guna menjamin 

penyelenggaraan rekam medis elektronik yang bertanggung jawab. 
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